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ABSTRAK 

Riyan Novita Sari. 2021. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelanggaran Netralitas 

Kepala Desa dalam PILKADA (Studi Putusan 

Nomor288/PID.SUS/2020/PN.Bln, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. 

Hj. Hayatun Na‟imah, M.Hum, (II) Muhammad Haris, M.Kn. 

 

Kata Kunci: Pertimbangan, Netralitas, Kepala Desa 

Berangkat dari 2 Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 

272/PID.SUS/2020/PN.Bln dan Nomor 288/PID.SUS/2020/PN.Bln, bahwa dua 

Kepala Desa telah melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah. Pada 

pertimbangannya majelis menyatakan bahwa 2 Terdakwa tersebut telah melanggar 

ketentuan netralitas Kepala Desa, akan tetapi majelis memberikan amar bahwa 

salah satu Terdakwa di pidana 3 bulan penjara sedangkan Terdakwa lainnya tidak 

perlu menjalani masa hukuman disebabkan karena terpidana melakukan suatu 

tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 5 (lima)  bulan. Hal 

inilah yang menjadi permasalahan menurut penulis untuk dapat meneliti 

pertimbangan hakim tersebut. 

Permasalahan dalam penelitian ini ialah pertimbangan hukum hakim pada 

Putusan Nomor 288/PID.SUS/2020/PN.Bln jika dilihat dari konsep negara hukum 

dan demokrasi. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum 

hakim pada putusan tersebut jika ditinjau dari aspek negara hukum dan juga 

demokrasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perUndang-Undangan. Bahan hukum yang digunakan ialah Putusan 

Nomor288/PID.SUS/2020/PN.Bln sebagai bahan hukum utama. Teknik 

pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi pustaka dan juga studi 

dokumen. Analisa bahan hukum menggunakan deskriptif dengan menyandingkan 

bahan hukum dan dianalisis berdasarkan teori negara hukum dan demokrasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Majelis Hakim pada 

beberapa pertimbangan telah tepat menentukan hukum, akan tetapi dalam beberapa 

pertimbangannya majelis nampak keliru dalam mempertimbangkan hukum. 

pertimbangan majelis kurang mencerminkan konsep negara hukum karena jelas 

pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa sedangkan majelis memberikan 

amar bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani masa hukuman disebabkan karena 

terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 

selama 5 (lima)  bulan. Disamping itu majelis ternyata kurang mempertimbangkan 

tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa menyatakan dengan jelas dirinya 

bergabung dengan salah satu pasangan calon dan menantang untuk dapat diproses 

hukum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim juga dinilai kurang mencerminkan 

konsep demokrasi di Indonesia. pelanggaran yang dilakukan terdakwa pada 

dasarnya telah mencederai asas-asas dalam pemilihan umum khususnya asas 

rahasia dan juga adil. 




